T ’::_'-'-P;EDQMAN KURIKULUM
. UNTUK KEPOLISIAN DAERAH
SO ' " Aris Budiman S

1. Pendahuluan,. o

.. .Pendidikan merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia, yang
- tidak hanya dilakukan semata dalam banglu sekolah formal tetapisepanjang hidup
- ni:ii_iiiéia".:Pehdidikan'yan'g baik akan mampu memberikan seperangkat kecerdasan
kepada manusia untuk berpikir dan mengembangkan kebudayaannya dalam
menghadapi dan mengatasi lingkungan hidupnya. Dengan mengembangkan
kebudayaznnya manusia mampu mengadaptasi lingkungan hidupnya bahkan
merekayasa lingkungan hidup tersebut bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan
hidup manusia. :

“ Berkait dengan profesi kepolisian khususnya Kepolisian RI (Polri), maka
pendidikan bagi seorang petugas Polri adalah merupakan pendidikan yang
diharapkan akan mengembangkan kecerdasan bagi petugas Polri tersebut untuk
mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dalam menegakkan hulkum
dan menjaga keteraturan sosial masyarakat. Sebab seorang petugas kepolisian
yang cerdas akan mampu untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan
tugasnya di masyarakat yang selalu berubah dan mengembangkan metode-
metode kerja baru bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat majemuk Indonesia yang terdiri dari berbagai sukubangsa
dan mendiami wilayah-wilayah ulayat dari Sabang sampai Merauke dengan
beragam kebudayaan mereka, membutuhkan petugas-petugas Polri yang mampu
memahami kebudayaan-kebudayaan lokal sukubangsa-sukubangsa setempat.
Untuk memahami situasi lokalitas sukubangsa setempat, maka perlu diajarkan
- dalam semua jenjang pendidikan Polri dan tidak mungkin dilakukan secara
" terpusat hanya di tingkat Mabes Polri. Mengajarkan situasi lokalitas sebagaimana
dimaksud, kemudian menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah setempat, yang
memang lebih memahami situasi lokalitas wilayah tugasnya.
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. Daiam tulisan ini, saya mgm memperlihatkan perfunya membuat cuai u
- pedomaﬁ kurikulum di tingkat Kepolisian Daerah yang tidak hanya memuat maia
_ '-pela_;qran vang baku dan bcrlaku nasional, tetapi juga kurikulum yang memiliki
- muatan-muatan fokal y yang khas dengan situasi lokal dimana E\epohman Daerah
~ tersebur berkedudukan. Muatan- lokal dalam kurikulum pendidikan (dalam hal
~ini pendidikan pembentukan bintara Polri) tidak hanya sekedar suplernen atau
3 :peIenUkap, tetapi menjadi mata pelajaran yvang wajib di tiap lembaga pendidikan
penlbexlmkan bintara Polri. Hal ini berkait dengan semangat demokras; yang
: semakm menuntut pelavanan vang sama dan prima dari para penyelenggmd
negara kepada semua lapisan masyaral\at tanpa membedakan asal sukubangsayys.
" Kebijakan kunkulurn dem;iqan juga merupakan sumbangan Polri daJ'sm
" kebijakan penyclenggaraan pemermtahan daerah yang otonom dengan tujuan

. _ :untuk membcxdayakan masya:akat lokai

- 2. Penyelenggaraan Pendidikan.

‘Perubahan dalam suatu masyarakat berkaitan erat dengan kcbuaaym
yang dimiliki suatu masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan d1peroleh melsfvi
proses belajar dan keduaﬁya saling memajukan. Semakin banyak seseorasy
memperoleh pendidikan, semakin berbudaya seseorang dan semakin tingy
kebudayaan seseorang, makin tinggi pula pend;dakan arau cara mendidik orang
tcrsebut Karena lingkup kebudayaan yang demikian luas, menyangkut segalx
aspek dari kehidupan manusia, maka pendidikan sebagai salah satu aspek
keh1dupan ada dalam kebudavaan. Tetapi kebudavaan hanya bisa dibentuk dari
proses pendidikan (Pidarta, 1997 : 3-4).

Pendidikan merupakan pendekatan dasar bagi suatu proses perubahan
dalam rasyarakat. Sebagai pendekatan dasar dari suatu proses perubahan, maks
pendxdxkan harus mampu untuk memberikan kepada para pesertanya suatu
kecakapan hidup (life skill atau kife competency) yang sesuai dengan linghungar
kebidupan dan kebutuban para peserta didik rexsebut. Proses pendidikan ini sejalan
dengan dua prinsip pend1dzkan vang ditetapkan oleh Unesco. Perfama, pendidikan
harus diletakkan pada empat pilar , yaitu belajar mengetahui (fearning o know),
belajar melakukan (learning to da), belajar hidup dalam kebersamaan (Zearning 1o
live together) dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be), dan kedua, belajar
seumur hidup (#fe long learning). Prinsip ini sejalan dengan prinsip pendidikan
nasional yang berbasis Pancasila (Mulyasa, 2003 : 4-5).
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" Untuk menyelenggarakan pcndxchkan vang berbasis kepada kebutuhan
'hj}a;ﬁf'li:iz_g_k:t_ingan_ dan kebutuhan para peserta didik, dibutuhkan suatz mode!
' ‘pendidikan yang diselenggarakan dan dikelola secara otonom, tidak hanya berdasar
kepada model pendidikan yang sentralistik dari pemerintahan pusat. Pengelolaan
"'secara otonom tidzk hanya oleh pemerintah daerah setempat, tetapi juga secara
otonom lembaga-lembaga pendidikan arau sekolah-sekolah dikelola oleh tenaga-
tenaga pendidik yang profesional di bidangnya. Pengelolaan lembaga pendidikan
-secara otonom dan profesional akan memungkinkan untuk meningkatkan kinerja
~tenaga pengajar maupun administrator pendidikan, meningkatkan partisipasi
.. masyarakat terhadap imutu pendidikan dan pada akhirnya akan menghasilkan -
- hasit didik yang memang sesuai dengan kebutuhan sebagai tenaga profesional
- atan se_bran’g i_lmuwah. _ ' A
.. Lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah sebagai bagian penting dari
kehidupan masyarakat, sepantasnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaannyz
berbasis kepada masyarakat. Artinya, sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga
pendidikan disamping memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, juga
dapat menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat dimana lingkungan
sekolah tersebut berada. Seperti dikemukakan Olsen (dalam Nasution, 2003
© 163-166) bahwa sekolah masyarakat (community school) bertujuan wrtuk
memperbaiki kebidupan dalam masyarakat, sehingga masyarakat dianggap sebagai
laboratorium tempat peserta didik belajar, menyelidiki dan turut serta dalam
usaha-usaha masyarakat yang mengandung unsur pendidikan.

Olsen selanjutnya menjelaskan ciri-ciri sekolah masyarakat sebagai berikut :

a. Sekolah itu memperbaiki mutu kehidupan setempat pada saat sekarang ini.
Berkat sekolah masyarakat menjadi lebih baik, jasmaniah, sosial, material
dan hubungan antar sukubangsa terjalin baik, kejahatan berkurang, penyakit
menular berkurang karena diperangi sekolah.

b Sekolah nenggunakan masyarakat sebagai  laboratorium fempat  belajar.
Buku-buku teks sekolah tidak akan memadai untuk menanamkan minat,
keterampilan dan pengertian kepada peserta didik. Mereka perlu pengalaman
langsung untuk menyelidiki kehidupan masvarakat seperti pertanian, industri
dan perumahan.

t.  Gedung sekolah menjadi pusat kegiatan masyarakat. Seperti rapat-rapat RT/
RW, perayaan-peravaan, kegiatan olah raga, pemberantasan buta huruf,
schingga keberadaan sekolah benar-benar terasa manfaatnya.
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' 4. -.Sekolab mendamr&an ,{’urz]cu/um pada proses-proses dan _pro!}/ema Prgﬁ/@ﬁm
' _lebzdupmz dalam masyam,éat Kurikulum didasarkan atas kebum han
e masyarakat sckarang dan masa yang akan datang untuk mencar, afkgh’
" kewajiban sebagal warga negara, kesehatan, kehldupan kekeluargaan,
" bersosialisasi. sehmgga ada Leterkutan antara kurikulum dan I\ebumhm
: ":._masyftrakat o

e :Seloffzé menurz:t—:ez takan orang tua a’alam urusan—urusan sekolah. Tzdak hanya

' '_guru masyarakat juga bertanggung jawab terhadap perkembangan’ sekw%

o .zPart151p151 orang tua dalam pendidikan tidak hanya dalam bentuk materizl

v tetapl juga turat memihrkm bersama permmpm dalam masy arakat uri
: ---perbaikan sekolah -

y _'Sefealaé turut mengkoordinasikan masyarakat. Dalam memperbaiki tarafhid
‘masyarakat, -sekolah -bersama lembaga-lembaga kemasyarakatan Tainnys
- :harus bekerjasama, seperti dalam pemeliharaan keschatan, Leberszhan Gan

» memberantas prasangka atau stereotip. :

z 'Sekalab dapar ‘melaksanakan dan men_yebarém: lescy%t negara dalam segala
. bubungan antar-manusia. Tidak hanya mengajarkannya, tetapi. - jugs
“mempraktekkan dalam kehidupan di sekolah sendiri dan dalam hubunb(

dengan masyarakat.

3-. Kurikulum.

Dalam menyelenggarakan pendidikan, kurikulum memegang perana«
penting bagi tercapainya tujuan dari suatu penyelenggaraan pendidikas.
Kurikulum dalam pendidikan merupakan sarana vang digunakan sebagai
pedoman oleh para penyelenggara pendidikan khususnya para tenaga pengajar
untuk menyelenggarakan pendldlkan Kuyrikulum merupakan sesuatu yang
direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan dan
menyangkut semua aspek dari pendidikan itu sendiri. Kurikulum merupakan
program atau pedoman pengajaran yang menjadi pegangan para pengajar/
pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan (Nasution, 2003 : §-9).

Ralph W. Tvler dalam Basic Principles of Curriculum and Instruction
(Nasution, 2003 : 17-18) menyatakan bahwa untuk mengembangkan kurikulum
ada empat pertanyaan pokok yang harus dijawab, vaitu :

a.  Tujuan apa yang harus dicapai sekolah 3
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o b Bagmmanakah r_;iemﬂi_h béh’ﬁi_h_’péiajéfé‘_n”g”_una mencapai tujuan itu ? - o
. Bagaimanakah bahan dissjiken agar efektif digjarkan ? |
4 ~Bagaimanakah efekeifiras beiajardapatdmdm P

" " Schingga berdasarkan pertanyaan itu, maka diperoleh empat komponen
" pokok dalam kurikalum vaitu: fujuan, baban pelajaran, proses belajar men cajar,
dan_evaluasi_atau penilaion. Keempat komponen ini saling berhubungan.
- Setiap. komponen berkait erat dengan ketiga komponen lainnya. Tujuan
. menentukan baban.apa vang akan dipelajari, bagaimana proses belajarnya, -
© “dan apa vang harus “dinilai. Bila salah satu komponen berubah, misalnya
- ditetapkannya tujuan baru, atau proses belajar mengajar dengan metode
~ . baru, atau menyangkut cara penialaian, maka semua komponen lainnya turut
~mengalami perubahan. 7 e 0 - "N -

. Dengan demikian, sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan
maka dibutuhkan kurikulum yang sesuai dan tepat dengan arah atau tujuan
pendidikan yang ingin diselenggarakan tersebut, Tanpa kurikulum yang sesuai
dan tepar, akan sulit untuk menghasilkan ‘hasil didik yang sesuai harapan
masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Maka untuk memenuhi hal tersebut,
kurikulum harus selale dikembangkan sesuai kebutuhan pendidikan, walaupun
untuk mengembangkan suatu kurikulum bukanlah suatu hal yang mudah dan
sederhana karena banyak hal yang mesti dipertimbangkan, seperti sasaran yang
ingin - dicapai oleh pendidikan, hasil didik vang ingin dibentuk, kebutuhan
masyarakat akan hasil didik. :

Berkaitan. dengan penyelenggaraan pendidikan yang otonom, berbasis
masyarakat (tommunity sthool), yang tujuannya untuk menghasitkan hasil didik
yang sesuai dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhan dari para peserta
didik (sebagaimana telah dijelaskan diatas pada penyelenggaraan pendidikan),
maka menurut saya kurikulum yang perlu dikembangkan sesuai kebutuhan
pendidikan tersebut adalah Kurikulum Berbasis Kombpetensi. Konsep kurikulum
berbasis kompetensi, merupakan penjabaran dari konsep kompetensi itu sendiri
yang beberapa kandungan aspeknya dijelaskan oleh Gordon (dalam Mulyasa,
2003 : 38-39) sebagai berikut :

a. Pengetabuan (knowledge), merupakan kesadaran dalam bidang kognitif,
seperti seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi keutuhan
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belajar, dan bagaimana ; meiakukan pembelajaran peserta didik sesuau dﬁnga_n
kebutuhannya ' ' :

& Pmml’raman 't z:ndersmndmg) yang merupakan kedalaman kognitif dan afeknf
. yang dimiliki seorang individu. Misalnya guru vang akan melaksanakan
. pembelajaran harus memiliki pemahaman yangbaik tentang !ﬂraktf*r;s%zle
.- dan kondisi peserta didik ‘agar dapat melaksanakan pembclajaran secara
e '_"efekuf dan eﬂs1en - :

S _--untuk melaksanakan tugasm’a atau pekerjaan vang &1bebaxxkan i\epadsmf,
-7 seperti seorang guru yang terampil memxhh dan 1embuat alat perava umuL
'.._memudahixan pembela_}aran ' ' ' b

4. Nilai ('wz[ue} mempakan standar perilaku yang telah diyakini dan secars
psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, seperti standar perilaku gusy
~ dalam pembeia_]aran (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain- 1am)

_ e._. . Sz!mp (attitude), merupakan perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak sukz)
atau reaksi terhadap rangsangan yang datang dari luar, seperti reaksi terhaday:
knszs ckonomi, terhadap upah burvh.

f Minat (mteresz‘) merupakan kecenderungan sescorang untuk melalmlww
'sesuaru perbuatan, seperti minat untuk mempelajzri sesuatu.

Mengacu pada pengertian diatas maka kurikulum berbasis kompetensi
sebenarnya merupakan kurikulum yang menekankan pada pengembangan
kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi
tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh pesertz chchL berupa penguasaan
terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikuium berbasis kompetensi
diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan,
nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melalukan sesuatu dalam benruk
kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh ranggung jawab.

Dengandemikian,implementasi kurikalum dapatmenumbuhkan tanggung
jawab, dan partisipasi peserta didik untuk belajar menilai dan mempengaruhi
kebijakan umum (pudlic policy), serta memberanikan diri berperanserta dalam
berbagai kegiatan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat (Mulyasa,
2003 : 24-27).
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”"um berbasxs Lompetenm membcnkan keieluasaan kepada seko}ah o

:_'_"_"iatau-lembaga::pénd1d1kan untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata'_;_'

han ma yai:akat di sekﬂar hngkungan sekolah Silabus kunkulumu..:.

2 '”."berBaéls kﬂmpctcnm dikembangkan oleh setiap sekolah sehmgga dxmungkmkan .

“beragamnya kurikulum antar sekolah atau wilayah tanpa mengurangi Lompetensif
: yang telah’ dxtetapkan dan berlaku secara mswnai (standard akademis)

4 I\iasyarakatdan Polisi. S
':_Fungs;_'_pthL adalah untuk memchhara keteraturan dan Letemban__-_
3 menegakkan hukum dan_ mendetekm kejahatan serta mencegah
kejahatan. Dengan’ kata lain. pohsl ’mempunyai fungsi. sebagai -

3 ':'-:'Pengayom masyarﬂkat cian ancaman dan tindak kejahatan ying menggangeu

Tasa aman serta memg1kan secara kejiwaan dan material dengan cara memelihara -

_ keteramran dan ‘ketertiban sosial, ‘menegakkan hukum atau lebih tepatnya
menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum, mendeteksi serta
mencegah ter_]admya kejahatan (Suparlan 1997 1999&)

Fung51 kepohman yang demikian menunjukkan hubungan fungsional
polt& dan masyarakatnya. Polisi dan fungsi-fungsinya ditentukan oleh corak
masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan rasa aman. Sehingga sebenarnya
satuan kepolisian yang ada dalam masyarakat beserta fungsi-fungsinva akan
‘mengikuti corak dari masyarakat yang dilayaninya. Pada akhirnya, kebutuhan akan
petugas kepolisian juga berpedoman kepada bentuk atau corak dari kebutuhan
‘masyarakat akan adanya perlindungan dari satuan kepolisian. Dengan demikian
kriteria atau standar kemampuan profesi dari seorang polisi, juga akan mcng1kut‘1
kebutuhan masyarakatnya. .

Sehubungan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri
atas masyarakat-masyarakat sukubangsa, yang mewujudkan diri sebagai satu
bangsa Indonesia, yang bercorak republik dengan prinsip- prinsip demokrasi dan
mendiami wilayah yang berada dibawah kekuasaan negara Indonesia (Suparlan,
2000), maka satuan kepolisian di Indonesia (Polri) j juga akan menggambarkan
kemajemukan masyarakat Indonesia tersebut dan kemampuan satuan kepolisian

- maupun petugas kepolisian vang disiapkan adalah kemampuan yang berkaitan
dengan masalah-masalah sosial yang berkaitan atau sebagai implikasi dari
kemajemukan bangsa Indonesia.
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__ Masalah kritikal dari kemajemukan bangsa Indonesia teiscbut menurat
. ::_Suparlan {2000) ‘berkaitan_ dengan hubungan antara sistem naszona! afau

_.:__.rﬁk\ at ‘negara - Indonesia, hubungan ‘diantara sukubangaa—sukubangs
S ":"_berbeda Lebudayaannya (terrnasuk kev, aiunan -keyakinan Le&gamaanj

i pemeﬂntahan negara dengan masyarakar-masyarakat sukubangsa yang mcn]d(u

o -"_hubungan diantara sesama warga masyarakat di tempat-tempat umum tes ut}u i
Cadi pasar ¢ dan bcrbagal pusat kegiatan pelavanan-pelayanan ekonomi. =

Masalah sistern nasional yang berkaitan dengan wigas peiayanﬁif Polyi

- meny angkut profesionalisme Polri dan pembangunan etika Poin Profesionalisine

~akan sulit dibangun tanpa landasan etika profesi yang jelus. Suparlan (1999)
/ menwgambarkan rapuhnya etika pmfesx Polri yang dibangun berdasar hubungas:

"f"‘._”:_'_kepercayaan antar pribadi (personal} vang meiahxrkau patronase ‘dan. éaEmg’
“ketergantungan diantara para petugas kepolisian dengan tujuan akhir- pade

-korupsi. Masalah menyanglait hubungan antar sukubangsa adalah konflik anias
' 'sukubangsa (dan kadangkala juga e dengan konflik berdasar keyakins
‘keagamaan) yang mengancam integrasi nasional sebagai bangsa Indonesis
(Suparlan 2000, 20004). Dan masalah antar sesama warga masyarakat di tempa -
ternpat umum berkait dengan masalah kriminal atau kejaharan maupun masalah
. sosial lamnya !

- Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentany:
Otonomi Daerah telah memunculkan isu yang berkaitan dengan kesukubangsaar
yaitu Putera Daerah yang digolongkan ~ebagax sukubanma asli atau penduduk
asli dari suatu daerah, dan Pendatang yang digolongkan sebafrm bukan penduduk
+ asli atau sukubangsa asli setempat. Maszlah seperti ini perlu menjadi perhatian
Polri karena menyangkat integritas negara kesatuan RI yang berkaitan dengan
kehidupan bernegara yang demokratis. Isu putera daerah telah melahirkan
diskriminasi terhadap penduduk lainnyz. seolah-olah yang bukan sukabangsa asli
setempat tidak memiliki hak sebagai warganegara Indonesia di daerah tersebut,
walaupun yang bersangkutan dilahirkan dan besar di daerah tersebut.

5. Pedoman Kurikulum Polda.

Pendidikan, termasuk di lingkunzan Polri sebagaimana telah d1urailmn
pada awal tulisan ini diselenggarakan berbasis kepada kebutuhan masyaralat
Indonesia yang majemuk. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kepolisian
setidaknya sama dengan kebutuhan masyarakat negara demokratis Jainnyz

100+ Burnal Polisi Ladoneds |Ne, 1120038




_yaltu satuan kcpohsxan yang menekankan perannya pada kegatan—i\egmian :
pencegahan kejahatan dan pemehharaan ketertiban masyarakat (Bayley 199¢).
Masyarakat Indonesia kedepan adalah masyarakat sipil yang demokratis dan
yang modern corak kehidupan perkotaannya atau yang global dan internasio; 2l
atau kosmopolitan yang dibarengi dengan keberadaan daerah pedesaannya vang
tradisional, akan menuntut pelayanan polisi yang beragam dalam pencegaharn
kejahatan dan penanganan kerusuhan, disamping tugas-tugas kepolisian I'unm a

(Suparian 1999)

_ Mengacu pada masyarakat Indonesia yang majemuk dan kebamhanmz o
- —akan pelavanan polisi, maka menurut saya kurikulum yang harus cizkembaﬂglﬂn -

-~ dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri di tingkat Polda adalzh kurikuluim
- yang berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang mengutamakan penekanan
pengajarannya pada kegiatan pengajaran yang berkaitan dengan pencegahan
kejahatan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Kurikulum ini merupakan
kurikulum berbasis kompetensi dengan kompetensi pada pencegzhan kejahatan
dan pemeliharaan keamanan.

Dengan demikian, menurut saya maka tujuan pendidikan dalam
pendidikan pembentukan bintara Polri di Polda-Polda adalah membentuk
seorang bintara Polri yang beretika profesional Polri, sehat jasmani dan rohani.
memiliki kemampuan dasar dalam mengidentifikasi gejala-gejala sosial yang
dapat mengganggu keteraturan sosial dan ketertiban masyarakat, dan memiliki
kemampuan tugas umum kepolisian, serta menguasai peratiran pemerintah
daerah setempat maupun hukum pidana (KUHP terutama pasal-pasal yang
sering terjadi di daerah tersebut) serta KUHAP (terutama sekali pasal-pasal
yang berkaitan dengan tindakan kepolisian yang bersifat memaksa). Inilah
yang menurut saya yang harus menjadi konsentrasi dari Lunkulum pendidikan
pembentukan bintara Polri di Polda-Polda.

Berdasarkan penetapan tujuan pendidikan pembentukan bintara Polr
tersebut, maka dapat segera disusun materi pelajaran untuk memenuhi kriteriz
tujuan pendidikan pembentukan bintara Polri. Materi pelajaran dan pelatihan
sebaiknya dikelompoklan kedalam beberapa kelompok pelajaran, yaitu kefompok
mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kelompok mata
pelajaran vang berkaitan dengan profesi kepolisian, kelompok pelajaran yang
berkaitan dengan Auum, kelompok pelajaran yang berkaitan dengan dasar-
dasar manajemen/administrasi, kelompok mata pelajaran yang berkaitan dengan
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BT }}zi&ét&ﬁ_;{é@[,'kciqmqu pelajaran yang berkaitan dengan pelatiban kesamapizny
dan  pembulatan: pendidikan. melalui. prakick lapangan. Kelompok-kelom
. pelajaran ini kemudian diist dengan mara pelajaran-mata pelajaran yar :

- rerkait, agar tujuan pembentukan bintara Polri dapat rerpenuhi dengan baik.

Kelompok Pelaran Pembentulan Kepribadian.

& elompok 'pélajafan pembentukan 'kepribadian terdiri dari mat"a __péiaja}_;gn
*tentang etika profesi Kepolisian RI, mata pelajaran tentang kebangsaan, mar

~‘pelajaran ‘agama dari masing-masing agama para siswa, dan mata . pelajazan
o nmngdiiplingyaies e

-a..-Mata pelajaran tentang ctika kepolisian meliputi pelajaran tentang 74 Bras
. Catyr Prasetya, ‘kode etif profesi kepolisian serta tata krama dalam’ perganian
.-sehari-hari. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk pribadi bintarz
- “Polri yang betul-betul memahami profesinya sebagai seorang petugas negarz
. yang dibayar untuk melayani kebutuhan masyarakat akan perasaan amar.
- Schingga perilaku yang ditampilkan dalam melaksanakan tugasnya benar-
* benar berdasarkan standar profesi kepolisian, serta dalam pesgaulan sehari-
+hari dapat dihormati dan bersikap akrab dengan masyarakat yang dilayaninys.
~+Sayang sekali bahwa etika kepolisian yang diajarkan di lembaga-lembags
* pendidikan Polri masth bersifat umum tanpa merinci standar etika profesi -
- kepolisian sebagaimana standar etika pendidikan Universitas Indon_és'ia”yang
~-‘telah dibuat oleh Prof. Parsudi Suparlan. Menurut saya, sangat penting Polri
~-memiliki standar etika profesi ini untuk menitai pantas tidaknya tindakan
~ kepolisian yang dilakukan seorang petugas kepolisian, misalnya petugas yang
- melakukan penembakan. Sulit pula bagi Dewan Kehormatan Kode Etik
untuk menilai tindakan seorang petugas polisi tanpa adanya pegangan atau
pedoman etik Polri. R

b. Mata pelajaran tentang kebangsaan meliputi mata pelajaran Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, dan sejarah perjuangan Polri. Mata pelajaran
ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kebangsaan kepada para siswa
bintara Polri; vang pada dasarnya memiliki latar belakang kesukubangsaan,
keagamaan dan etnis yang berbeda, dalam masyarakat majemuk Indonesia.
Pemahaman kebangsaan yang memberikan gambaran tentang perjuangan
pendahulu bangsa Indonesia yang menyingkirkan perbedaan diantara
mereka untuk bersatu mengusir penjajah dan membentuk diri menjadi
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: Mata pela}aran“: gaﬁm yang dlanut dan masmg—mas;ng siswa’ bmtara Poin

“ba gsa‘Indoncsm' Se]arah perjuangan Poh‘l ‘adak hanya dalam Lkut berjuang _ ._ '
o mengusu’ penjajah tetapi bagaimana dalam situasi revolusi, fung:a kepolisian
..__.'-rnamh mampu ‘bekerja. menjaga keteraturan sosml masyarakat termasu}\ .

masa~masa awal kemerdekaan el

péngeté}man keaoamaan ymg bazk dan mampu mengamalkan a_;aran

agamanya serta mampu menghargeu rekan-relxannya yang lam vang oerbcda_

'_:'Mata pela}aran diSlp].ln mehputi pelajaran tentaﬂg Dasar a’amr da[am
pengbarmamn, baris ber&arﬂ, upczmm, dan . peraturan disiplin Polri, Mata
- pelajaran ini bertujuan agar para siswa bintara Polri mampu memahami

. aturan-aturan dasar disiplin Polri dan menerapkannya dalam lingkungan
i kepohsmn pada saat mereka bertugas. .

: ,.5 2 Kelompok Pelajaran Profesi Kepohszan

Kelompok pelajaran profesu kepolisian terdiri dari mata pelajaran tentang

dasar dasar fungsi tekhnis operasional Kepolisian RI, dan mata pelajaran tentang
tugas-tugas umum kepohqan atau fungsi tekhnis sabhara (samapta bhayangkara),
xaltu ) i :

a.

:I\fiata pelajaran daqa_rwdasar tungst tekbnis operasional Kepolisian RI

meliputi mata pelajaran Dasar-dasar Fungsi Tekhnis Reserse, Fungsi Tekbnis
Lalu Lintas, Fzmg}i Tekbnis Bimmas (Bimbingan Masyarakat),” dan Fungsi

* . Tekhnis Intelpam (Infelijen dan Pengamanan). Mata pelajaran ini bertujuan
- memberikan pengerahuan dasar kepada para siswa bintara Polri tentang

fungsi tekhnis kepolisian. Pengetahuan dasar fungsi tekhnis ini penting
bagi para bintara kepolisian pada saat merecka melaksanakan tugas dan
menemukan masalah vang berkaitan dengan masalah yang membutuhkan
penanganan cepat, dapat diatasi untuk sementara waktu oleh para petugas
umum kepolisian. Kecelakaan lalu lintas atau kasus penganiayaan misalnya,
masyarakat hanya mengetahui bahwa itu tugas polisi dan mereka tidak akan
mau tahu bahwa untuk kasus kecalakaan dan penganiayaan ada petugasnya
tersendiri yaitu polisi lalu lintas dan reserse, mereka hanya tahu bahwa harus
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. -ada polisi di lapangan vang menanganinya walaupun itu polisi tugas umum/

- petugas patroli misalnya

" Mata pélajarén tugas-tugas umum kepolisian meliputi mata peiajarar_i_tentang
Pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengawalan, patroli, pengetabuan haketol

L aneaman dalam keteraturan sosial (Ancaman Fabtual/AE, Police Haz:;z_':{;mﬁj_‘j?,

_ '-_'a_’mz_ E‘_d,éz_‘or Korelatif Kriminogen/FKK), pembuatan laporan polisi @;rjg__-[;g;«;’ga
acara singkat, tindakan pertama di TKP/TPTKE dan dasar-dasar pen gg?z:dg[f{zg;
- .massa. Pengetahuan ini penting untuk membangun pemolisian “komusit

sdalam rangka pemeliharaan keteraturan sosial. Dalam perkuliahan inj,

."._'témtama.kegiatan patroli perlu ditekankan pemahaman tentang pemolisizsn

-« komuniti dan keterampilan-keterampilan berkait untuk mengidentifikasi

'géjalajgeja}a yang mungkin menjadi gangguan kamtibmas. Aktifitas polis;
tugas umum inilah vang sebenarnya paling banyak dilaksanakan -dayi
semua aktifitas kepolisian lainnya. Aktifitas-aktifitas inilah yang langsung
~ bersentuhan dengan masyarakat, yang langsung merespons dan melayani
panggilan masyarakat, dan aktifitas inilah vang langsung memberikan kegan -
pertama tentang kesatuan kepolisian yang ada di wilayah tersebut. Akeifisse
akrifitas kepolisian ini tidak hanya untuk pencegahan kejzhatan, tetapi jupa
ikut menentukan dalam pengungkapan suatu kasus kejahatan terutama
kecepatan mendatangi dan menjaga TKP kejzhatan agar tidak rusak.

5.3 Kelompok Pelajaran Hukum.

Kelompok pelajaran hukum terdiri dari mata pelajaran tentang hukum

yang berkaitan dengan tugas kepolisian terutama yang paling sering ditemukas:
petugas lapangan kepolisian, dan penegakan hukum yang langsung akar
ditemukan para petugas lapangan Polri di lapangan, yaitu :

a. Mata pelajaran tentang hukum yang berkaitan dengan tugas kepolisian,

meliputi mata pelajaran KUHE KUHAR Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tenfang Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 dan
Undang_—Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropitka,
Undang-Undang Nomaor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintaban Daerab.
Pengetahuan hukum yang diberikan terurama pengetahuan hukum yang
paling sering mereka hadapi pada saat melaksanakan tugas. Seperti misalnyz
pasai-pasal dalam KUHP tentang pencurian, penipuan, penggelapan,
pemerasan, pengrusakan, penganiayaan, pembunuhan, yang paling sering
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temukan Dalam penora_]aran tem:ang tmdak p1dana narkomka o
s1kotrop1ka sebzuknya dijelaskan untuk dibedakan antara pemakai .

'3-':"-'_dan pengedar-dimana pemakai narkoba scbenamya juga menjadi korban'-_ .
o ____kejahatan narkoba. Kemudian dalam KUHAP menurut saya sangat mendasar |
"untuk mengajarkan dan’ dItanamLan mendalam pasal—pasal yang berixaztan-

_ dengan tindakan L.epohslan yang melanggar hak asasi warga negara, yaitu

:.’"_'tmdai\.'an—tmdakan pemanggilan 'dan atau dibawa untuk diperiksa polisi,

| .: __;penangkapan penahanan penggeledahan, dan penyztaan Perlu d1jelaskan

- tmdakan kepohszan tersebut, misalnya syarat ancaman 5 tahun penjara untuk .

.seseorang bisa dilakukan penahanan ada surat. penntah penahanan), maupun. . -
ST syarat-syarat materil (misalnya orang tersebut berdasarkan bukti yang cukup,
' memang melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya). Demikian

c-pula undang-»undang tentang pemerintahan daerah agar dipahami betul,

3"sehmgga di wilayah tugas dapat menjalin kerjasama dengan petugas
‘pemerintahan dan dapat memahami peraturan- peraturan daerah di tempat
dimana ia akan bertugas.

Mata pelajaran tentang penegakan hukum yaitu yang berkaitan dengan
mata pelajaran tentang Tipiring (Tindek Pidana Ringan) dan Tilang (Bukti
Pelan&gamn ) untuk pelanggaran lalu lintas jalan. Pengetahuan tentang tindak
pidana ringan yaitu tindak pidana dengan ancaman penjara maksimum
tiga bulan, dan cara melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar
lalu lintas dengan tilang, menjadi penting karena hampir setiap saat
akan mereka temukan dalam penugasan di lapangan sehari-hari. Tindak
~ ‘pidana seperti ini dapat dikatakan mengganggu ketertiban umum dan bila

'chbiarkan tidak dilakukan penmdakan akan men_;adl semakin besar, hingga
“tiba saatnya para pelanggar ketertiban umum ini tidak bisa diatasi lagi dan
~ menjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat seperti pemerasan,
penodongan, penganiayaan seperti dinyatakan Kelling dan Coles (1998).
Demikian pula pelanggaran lalu lintas yang dibiarkan akan berkembang
menjadi kesemrawutan dalam kota. Secara keseluruhan akan menimbulkan
keresahan dan menganggu keteraturan sosial.

5.4 Kelompok Pelatihan Keterampilan Perorangan.

Kelompok pelajaran keterampilan perorangan meliputi pelatihan tentang

Interpersonal Skill dan keterampilan administratif Polri, yaitu :
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a. Pelatihan . Interpersonal Skill. meliputi pelatihan keterampilan * unul
G endengarhan, é}fz‘ anya, mengamati, meringhas, 'menggamﬁmﬁ’an/ﬁ:{énjgz}w?a:2,
- bekerjasama. ~Keterampilan-keterampilan tersebut penting bagi - seorang
" bintara pada saat melaksanakan tugas. Keterampilan mengamati ‘misalnya,
- bagi-seorang petugas patroli menjadi penting mengamati situasi’ ilayah
i }ang menjadi beas patroli untuk diahriatiuya. Keterampilan mengamati dapat
= memberikan'peringatan kepadanya tentang suatu situasi yang biasanya tidak
- seperti ttu dihadapinya sehari-hari (misalaya mobil yang biasanya banyal:
- “parkir tetapi pada saat dipatroli tidak ada yang parkir, maka petugas pairoli

' - dapat mengecek penyebab dari situasi yang demikian isu).

L .:Ket_é_r_a_mpila_n___.ad_miqist_satif berkaitan dengan pelatthan administrasi winum
Polri, - pengetikan, - dan. cperator kompuzer.” Keterampilan ini méij{;ia_'akan
. keterampilan -dasar yang barus dimiliki seorang bintara Polri - terugame
keterampilan :pengetikan dengan mesin ketik dan operator konjimimr
yang setidaknya menguasai microsoft word yang juga untuk pengetikan.
Keterampilan ini menjadi penting untuk tugas sehari-hari dalam membuat
laporan-laporan hasil penugasan dan pembuatan berita acarz pemeriksaan
(untuk tindak pidana ringan). '

5.5 Kelompok Pelajaran Muatan Lokal,

Kelompok pelajaran muatan lokal yaitu mata pelajaran tentang sukubanpsa
dan kesukubangsaan lokal. Mata pelajaran sukubangsa dan kesukubangsaan inj
m_elip_utifmata pelajaran primordialitas sukubangsa, kebudayaan sukubangsq loka/,
babasa-bakasa sukubangsa lokal, bubungan antar sukubangsa. Pelajaran ini menjadi
penting untuk dipahami oleh para bintara Polri sebagai dasar membangur,
pemolisian komuniti, karena kemajemukan bangsa Indonesia yang rentan
terhadap konflik antarsukubangsa dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa.
Keadaan seperti ini membutuhkan petugas-petugas kepolisian yang mampu
meredam potenst konflik antar sukubangsa, menjadi wasit dari sistem rasional
yang adil terhadap persaingan antar sukubangsa di tempat-tempat umum, dan
bersama-sama dengan sukubangsa setempat membangun masyarakat yang berciri
multikultural untuk kesejahteraan masyarakarlokal setempat. Pemahaman mereka
terhadap sukubangsa dan kesukubangsaan akan memudahkan para bintara Polri
ini mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesukubangsaan
yang berpotensi konflik dan mengganggu keteraturan sosial.
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5.6 Kelompok Pelatihan Kesamaptaan. -
o Keiompok '. i)élia'ti'_han kesamaptaan  meliputi pelatihan-pelatihan
'_ ._.'kﬁﬁér_éri;pﬂaﬁ,_p.cnggun_aan peralatan yang berkaitan dengan profesi kepolisian
. dan pelatihan-pelatihan fisik, yaitu:

“a. i Pelatihan ‘Keterampilan penggunaan peralatan profesi kepolisian y_'a‘;_m.
* " keterampilan persenjataan dan meaembak, keterampilan penggunaan borpol,
" ‘keterampilan penggunaan tongkat polisi. Pelatihan ini penting dalan: tupas
‘pemeliharaan keteraturan sosial untuk melumpuhkan seorang tersangka yang
- 'membuat keributan misalnya. Keterampifan ini juga penting dalam rangks
penghargaan kepada HAM, vaitu menggunakan peralatan yang sesuai
. dengan situasi yang dihadapinya, misalnya bila bisa dilumpuhkan dengan
- borgol tidak harus menggunakan senjata api, atau misalnya seorang bintara

~ tidak ahli menggunakan senjata api akan berbahaya bagi masyarakat,

b. Pelatihan-pelatihan yang bersifar fisik seperti beladiri Polri dan kesamapiaan
jasmani. Pada dasarnya keterampilan ini juga sama dengan point a diatas
untuk tugas melumpuhkan seorang tersangka yang mengganggu keteraturan
sosial dan untuk memelihara kesehatan dan ketahanan fisik agar siap dalam
melaksanakan tugas lapangan kepolisian.

5.7 Penibulatan Pendidikan.

Pembulatan pendidikan yang dilakukan melalui praktek lapangan atau
latthan kerja, merupakan kegiatan pendidikan yang sangat bermanfaat sebetum
petugaskepolisian tersebut terjun langsung melaksanakan tugas yang sesungguhnya.
Kesemua mata pelajaran yang telah mereka terima selama di ruang kelas, dapat

" mereka praktekkan dalam tugas prakrek lapangan tersebut. Latihan kerja disusun
sedemikian rupa sehingga para calon bintara Polri tersebut mengalami pengalaman
senyatanya sesuai dengan apa yang akan mereka hadapi dalam tugas di lapangan
nantinya. Praktek lapangan dilakukan dengan menempatkan langsung para siswa
bintara Polri tersebut di kesatuan-kesaruan operasional Polri. Selama melaksanakan
praktek lapangan para siswa bintara Polri ini didampingi oleh petugas-petugas
kepolisian yang memang sudah berpengalaman di bidang operasional kepolisian
khususnya tugas-tugas umum kepolisian. Latihan kerja ini akan memberikan
pengalaman yang bermanfaat pada saat melaksanakan tugas, sehingga pada saat
mereka selesai melaksanakan pendidikan bintara kepolisian, mereka telah siap
melaksanakan kewajiban tugasnya.
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- Selanjutnya setelah mereka lulus dan ditempatkan di I\esatuanmkesamm
“kepolisian, - sebaiknya -ditempatkan di kesatuan-kesatuan kepolisian - ‘yang
"'opcrasmnal di tingkat Polres. Mereka sebaiknya tidak ditempatkan di kesatuzn
 yang bersifat administratif (vang sebenarnya bisa dikerjakan oleh Pegawal Negerz_
Sipil Polrt) maupun satuan fungsi yang membutuhkan keahlian seperti satuan
fungsi reserse. Penempatan mereka adalah pada kesatuan yang melaksansjar
_ tugas umum kepolisian seperti satuan fungsi sabhara yang melaksanakan tugas
.patroli dan penjagaan. Pelaksanaan tugas d1 satuan fungsi mereka laksanakas
- setelah beberapa tahun dalam dinas kepolisian, dengan terlebih dahulu r:mmgﬂ-gw ;)
. pelatihan atau pendidikan kejuruan ftmcrsmnal sepertl reserse, mtehjen, fals
fhntas bmtara pembma kamnbmas '

Penempatan mereks yang seharusn\a di satuan fungsi sabhara dan
seian_;utnya ke satuan fungsi lainnya setelah meng1kun pend;dxk‘m dan pﬁ:la‘cﬁ1 A%
kejuruan, karena saya melihat beberapa hal vang tidak wajar selama ini yang
dilakukan Polri. Di satu pihak Polri mcnyatakan ndak memiliki cukup persenit
untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keterapuran
sosial, tetapi di pihak lain beberapa petugas Polri yang masih potensial dalai
melaksanakan tugas lapangan, justru ditempatkan di bagian yang sebenarnys
bisa dikerjakan oleh PNS Polri seperti tugas-tugas administratif di bagias
administrasi, tata urusan dalam, atau polwan yang menjadi penerima tamu
pimpinan. Mereka para petugas polisi tersebut dididik dengan biaya yang besar
untuk melaksanakan tugas fungsional kepolisian dalam menegakkan hukum dan
memelihara keteraturan sosial. :

6. Lembaga-lembaga Pendidikan Polri Sebagai Commaunity School. 7

Saya pribadi memperoleh banyak manfaat dari keberadaan lembaga
pendidikan Polri, tidak sebagai anggota Polri seperti sekarang ini tetapi pada
saat saya belum bergabung dengan korps kepolisian. Pada masa-masa masih
menempuh pendidikan di bangku sekolah SLTA, saya tinggal di asrama polisi
yang kebetulan merupakan lembaga pendidikan pembentukan bintara Polrd,
dan saat itu saya juga bergabung dengan RBC (Remaja Bhavangkara Club).
Kegiatan-kegiatan RBC banyak memberikan manfaat kepada saya untuk belajar
bersosialisasi dengan remaja dan masyarakat di luar lingkungan asrama saya.
RBC sebagai organisasi banyak memanfaatkan fasilitas lembaga pendidikan
Polri tersebut untuk kegiatannya, termasuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan
masyarakat di luar lingkungan asrama seperti kegiatan-kegiatan olah raga dan
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sem Kegmtan—k.égi.é.tﬁn. 1m baﬁ};ak memberi manfaat kepada warga asl:‘.z:r;..}a“
- maupun masyarakat di sekitar lingkungan asrama, dan dari Legxatamkegiatan

yang dilaksanakan ini memberikan hasil tidak banya terjalinnya hubungan baik -

~.dengan lingkungan masyarakat sekitar tetapi juga diantara para remaja ini ada
" yang memiliki prestasi yang dapat dibanggakan, yaitu menjadi wakil Indonesia
~di ajang Olimpiade Seoul dalam olah raga Judo, pun mereka yang beprestasi di
: tmOLat Iokal nasmnai dan As;a Tenggara -

_ Melalu; pengalaman pribadi sava ini, saya ingin memperlihatkan
‘bahwa Icmbaga lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Polri, sebenarnya
_ '_'_berpotensx besar untuk memberikan manfaat yang besar tidak hanya bag1 _

‘anggota. Poln dan keluarganya tetapi juga memberikan manfaat kepada
‘masyarakat atau komuniti di lingkungan sekitar lembaga pendidikan tersebut
berada. Fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan pendidikan Polri, seperti
fasilitas ruangan, fasilitas olah raga, fasilitas peralatan seni budaya pada
umumanya adalah fasilitas-fasilitas yang baik dan jarang vang dimiliki oleh
- lingkungan sekitarnya. Fasilitas-fasilitas itu dapat dimanfaatkan oleh Polri
untuk menjadi bagian dari praktek community school atau sekolah komuniti
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Olsen diatas. Dengan segala
faszhtas yang dimilikinya, sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan Polri
memiliki peluang besar untuk mempraktekkan sekolah komuniti tersebut
untuk keuntungan Polri sendiri.

Pemanfaatan fasilitas-fasilitas tersebut oleh masyarakat disekitarnya
akan memberikan keuntungan ganda kepada polisi, yaitu bermanfaat sebagai
sarana sosialisasi bagi anggota Polri dan keluarganya (termasuk sosialisasi
para siswa-siswa Polri yang sedang mengikuti pendidikan) dengan masyarakat
lingkungannya agar tidak terisolasi. Manfaat lainnya bagi Polri dan para
siswanya adalah memberikan pelajaran berharga dalam - pendidikan untuk
membangun landasan bagi pembentukan community policing atau pemolisian
komuniti. Para siswa Polri dapat mempraktekkan langsung metode-metode atau
tekhnik-tekhnik dalam melaksanakan pemolisian komuniti, terutama cara-cara
membangun saling kepercayaan antara polisi dan masyarakat, cara-cara polisi
mengorganisir kegiatan kemasyarakatan, cara-cara polisi memahami masalah

yang dihadapi masyarakat.

Dalam prakteknya, untuk menjadikan lembaga pendidikan Polri sebagai
comunity school/sekolah komuniti, dapat dikembangkan dengan melakukan
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berbagai kegiatan yang melibatkan komuniti atau masyarakat ﬁngk_ungan_ayg,

yait dengan cara s o
a _-:..Meman.:faatkar.i:fasiljtas—fasilitas olah raga di lembaga-lembaga pefn'(?i.i_ciikan
- untuk kegiatan-kegiatan rutin masyarakat untuk ber-olahraga;.dan
-'mengorgan.iSif kegiatan-kegiatan perlombaan dan pertandingan olah -;ég-;z_

b. Memanfaatkan fasilitas ruangan dan peralatan seni budaya untik melakukan
pentas seni dan budaya, mengorganisir kegiatan-kegiatan pesta atau perayasn

- masyarakat seperti 17 Agustus-an (yang dapat pula digunakan uneuk .
_menanamkan atau menyebarkan filsafat negara Pancasila). G

-¢..“Mengorganisir dan memobilisasi masyarakatuntuk melaksanakan kampanye-
~ kampanye anti kejahatan seperti gerakan anti narkoba, pemberantaszn
_premanisme, dan penyakit-penyakit sosial lainnya. .

d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan menjaga  kebersihan lingkurg:o
hidup masyarakat seperti pemberantasan sarang-sarang nyamuk, pembersihizn
sclokan, pengecatan halte-halte bis. )

e. Memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan memanfaathan
poliklinik atau rumah-rumah sakit yang ada di lembaga-lembaga pendidikzr
Polri. I -

Menjadikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai sekolah komuniti akan
memberikan banyak manfaat kepada para anggota Polri dan keluarganya, parz
siswanya, dan Polri secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas pernolisian
komuniti. Para anggota Polri dan keluarganya akan memperoleh manfaat
peningkatan kualicas hidup pribadi baik karena menjalin hubungan yang
menyenangkan dengan masyarakat di sekitar lingkungan lembaga pendidikan,
maupun meningkatnya keterampilan-keterampilan dalam kegiatan olah raga,
kesenian dan berkomunikasi yang bermanfaat dalam kehidupan sosial masyarakat.
Para siswa Polri yang sementara berada dalam pendidikan akan memperoleh
manfaat berupa keterampilan-keterampilan yang dapat bekal untuk melaksanakan
tugas pemolisian masyarakat. Dan Polri secara kelembagaan dapat memperoleh
manfaat dalam menjalin hubungan dengan masyarakat yang dapat menjadi agen-
agen pemolisian kornuniti. Manfaat lain yang diperoleh dengan kegiatan sekofah
komuniti adalah terjalinnya kerjasama dengan masyarakat vang berdampak kepada
semakin baiknya atau pulihnya citra Polri yang selama ini dianggap terpuruk.
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. Kurikulum berbasis Roinpetensi perlu dikembangkan lembaga-lembaga
pendidikan Polri untuk mengantisipasi tantangan tugas yang semakin ‘berat.
~ Kurikulum ini memberikan tidak saja otonomi kepada lembaga pendidikan,
 tetapi juga akan menghasilkan petugas-petugas kepolisian yang memang
sesuai dengan. keburthan masyarakat lokal dimana sekolah polisi tersebut
“berada, Demikian pula dengan sekolah komuniti, perlu dikembangkan oleh
_ Polri melalui kebijakan pimpinan Polri sebagai basis untuk mengembangkan
- dan melaksanakan pemolisian komuniti. Banyak manfaat yang diperoleh Polri

. dengan mengembangkan sekolah komuniti.

Daftar Kepuétakaan :
BAILEY, DAVID H.

1998  Police for the Future, saduran oleh Kunarto dan N.K.M Arief Dimyati ‘Polisi
Masa Depan’ Jakarta, Cipta Manunggal.

KELLING, GEORGE L & CATHERINE M. COLES.

1998 Fixing BrokenWindows: Restoring Orderand Reducing Crime in Communites,
penyadur Kunarto ‘Memperbaiki Jendela Rusak : Pemuliban Ketertiban dan
Penurunan Kejabatan Dalam Masyarakat Kita’ Jakarta, Cipta Manunggal.

MULYASA, E.

2003 Kurikulum Berbasis Komperensi: Konsep, Karakteristik dan T, mplementas:. Bandung
: PT. Remaja Rosdakarya, Cerakan ke-3.

NASUTION,S.
2003 Asas-asas Kuritulum. Jakarta : Bumi Aksara, Cetakan ke-5.
PIDARTA, MADE.

1997 Landasan Kependidikan * Stimulus Imu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta :
Penerbit Rineka Cipra.

SUPARLAN, PARSUDI

1997 Polisi dan Fungsinya Dalam Masyarakat, makalah dalam ‘Distusi Anghatan T
KIK, Program §-2 U] Jakarta : Tidak Diterbitkan.

Harnal Polist Indenesia [No. 112008 111




1999

Etika Publik Polisi Indonesia : Agenda dan Tantangannya. Makalah Serasehan
Etika Publik Polisi Indonesia : Menuju Integrasi Polri dan Masyarakar’: ‘Lembaga

_ _Studx dan Pengembangan Etika Usaha. Jakarta. Tidak Diterbitkan.

1999a.

2000

Polisi Masa Depan, makalah dalam serasehan ‘Pemantapan Sistem Pendiditiar
Polri Dalam Kerangka  Profesionalisme Pofri. Mabes Polri. }akarta--.:_:’fidak
Diterbitkan. :

Masyarakat Ma}emuk dan Perawatannya, makalah salam Sxmposmm dan

.- Lokakarya Internasional ‘Mengawali Abad ke-21 : Menyongsong Otonomi Diderah,
- Mengenali Budaya Lokal, Membangun Integrasi bangsa’. FISIP-UI dan U\I‘Lﬁm

- Makassar : Tidak Diterbitkan.

2000a

2001

112-

Kurilulum Hubungan Antar Kelompok dan Penvelesaian Konﬂik;”mé:i{aéah
dalam Workshop ‘Pengembangan Kurikulum Bermuatan Hubungan Antar
Kelompok dan Penyelesaian KOnflik' FISIP-UL Jakarta : Tidak Diterbitkan,

Kajian Illmu Kepolisizn, makalah dalam Seminar dan Lokakarya Pengembangan
Kurikulum Pendidikan Perwira Polyi’. PTIK dan Partnership Governance in
Indonesia. Jakarta : Tidak Diterbitkan.

Jurnal Polist tndenesia |No. 112008




